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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK 
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DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 
6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang 
Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman 
Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  

    
 

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, PP 78 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.218 
TLN No.6418). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 
8, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak 
secara daring melalui sistem OSS. Wajib Pajak yang telah memperoleh 
keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan wajib 
menyampaikan laporan mengenai jumlah realisasi Penanaman Modal dan 
jumlah realisasi produksi. 
Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan 
tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pasal 6 ayat (4), dan/ atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa 
pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan 
Peraturan Menteri ini dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib Pajak tidak dapat 
lagi, diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-
bida ng usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 89/PMK.010/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 652), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

   Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Februari 
2020. 

 


